
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) huruf c 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, setiap lembaga yang 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup 
wilayah kerjanya pada 1 (satu) Kabupaten/Kota wajib 
mengajukan pendaftaran kepada instansi di bidang sosial di 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
penerbitan tanda pendaftaran dan perizinan lembaga 
kesejahteraan sosial perlu mendelegasikan wewenang 
penandatanganan tanda pendaftaran dan perizinan lembaga 
kesejahteraan sosial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Tanda Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan 
Transmigrasi; 

BUPATI MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

'--- 

Menimbang 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN 
TANDA PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMORl7' TAHUN 2013 

BUPATI MAGELANG 

-- 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibu Kata Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4451); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
21); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2012 Nomor 9); 

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Rincian Tugas Jabatan struktural pada Dinas Tenaga Kerja, 
Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 Nomor 20); 

'- - .. 



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR .?} ... 

AGUNG TRIJAYA 

4 KASUBAG 
3 
2 

NO JABAiAN Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
ASISTEN EKONO , PEMBANGUNAN DAN 

KESEJAH RAAN RAKYAT, 

1 SEK D 

Diundangkan di Ko Mungkid 
pada tanggal ~ D en,~e,- -lo1-?> 

KA SUB BAG PER UUAN 
SINGGIH SANYOTO 

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM 

KA BAG HUKUM 

-- 

BUPATI MAGELANG, 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal :i ~ .2DJ3 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

Pelaksanaan penandatanganan Tanda Pendaftaran dan Perizinan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal2 

Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan wewenang penandatanganan Tanda 
Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Kepala Dinas 
Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENANDATANGANAN TANDA PENDAFTARAN DAN PERIZINAN 
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA KEPALA DINAS 
TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 


